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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai 

di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di 
Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam 
bentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, 
kepabeanan, dan cukai pada kawasan Ekonomi Khusus, dan berdasarkan 
ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam 
Tahun Berjalan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur 
mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak 
Penghasilan badan. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN tahun 2009 
No. 62, TLN 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 
(LN tahun 2008 No. 133, TLN 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 
51, TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 
42 Tahun 2009 (LN tahun 2009 No. 150, TLN 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN 
Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 
Tahun 2006 (LN tahun 2006 No. 93, TLN 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN 
Tahun 1995 No. 76, TLN 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 
Tahun 2007 (LN tahun 2007 No. 105, TLN 4755); UU No. 39 Tahun 2009 (LN 
Tahun 2009 No. 147, TLN 5066); PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 
161, TLN 5183); PP No. 96 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 305, TLN 5783). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan 

dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Repubiik 
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan 
memperoleh fasilitas tertentu. 
Terhadap Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas 
Pajak Penghasilan, Pejak Pertambahan Nilai atau Pejak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kepabeanan, dan/atau cukai. 
Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru 
dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rpl.000.000.000.000,00 (satu 
triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK, 
diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bad an un tuk j angka waktu 
paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun 
sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman 
modal. 



Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru 
dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan 
Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan 
Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan 
badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (llma 
belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai 
penanaman modal. 
Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal ban,1 
dengan rencana penanaman modal baru kurang q.ari Rp500.000.000.000,00 
(lima ratus miliar rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di 
KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat 
diberikan fasilitas pengurangan Pajak lama 15 (lima belas) tahun sejak 
produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal. 
Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan paling rendah 
20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jurrilah 
Pajak Penghasilan badan yang terutang. 
Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan. Pajak Penghasilan 
badan adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria. 
Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak 
menyampaikart permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK. 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan pemanfaatan 
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. 
Laporan. penggunaan dana wajib disampaikan secara triwulanan sejak triwulan 
saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak 
Penghasilan badan sampa1 dengan triwulan dana digunakan seluruhnya, 
dengan dilampiri dengan fotokopi rekening koran bulanan atas dana, dan 
disampaikan sesua1 dengan · format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang 
berada di KEK dan telah diberikan. fasilitas Pajak Penghasilan berupa: 
1. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha 
tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu; 
2. fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau 
dicabutnya pemberian fasilitas Pajak Penghasilari dimaksud. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan 
pada tanggal 1 Juli 2016. 

  - Lampiran : 122 Halaman 
 


